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        BAB III 

 

         PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Peran Kejaksaan dalam proses penyempurnaan berita acara pememeriksaan 

pada tahap prapenuntutan yaitu : Jaksa memberi pengarahan kepada penyidik 

karena pokok permasalah dalam BAP tidak fokus, penyidik kurang tepat dalam 

mengenakan pasal terhadap tersangka, alat bukti yang dicantumkan dalam 

BAP kurang lengkap, keterangan dari saksi yang tidak dicantumkan dengan 

lengkap dalam BAP, modus operandi yang dilakukan tersangka dalam 

melakukan tindak pidana tidak dicantumkan dengan jelas dalam BAP, 

inventarisasi dalam BAP tidak dicantumkan dengan lengkap, terdapat 

keselahan dalam BAP mengenai kelengkapan syarat formil dan syarat materil, 

serta sulit dan rumit mempelajari BAP. 

B. Saran 

1. Terjalinya kerjasama antara aparat penegak hukum, jaksa dan polisi harus di 

tingkatkan supaya suatu perkara yang diajukan dapat secara cepat diterima dan 

dilanjutkan dalam pengadilan. 

2. Perlu upaya-upaya untuk mengubah cara-cara berhukum yang kurang efektif 

dalam proses penyempurnaan berita acara pemeriksaan, yang memiliki 

keberanian untuk melakukan terobosan-terobosan hukum, apabila suatu teks 
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peraturan perundang-undagan menghambat proses untuk mewujudkan 

keadialan. 

3. Kejaksaan dan kepolisian keduanya haruslah saling melengkapi supaya tidak 

ada hambatan permasalahan penundaan perkara yang berdampak bagi pihak 

terdakwa. 

4. Perlu diberikan pendidikan tambahan kepada pihak kepolisian tentang 

pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) supaya lebih mempercepat laporan 

sekaligus dapat langsung diterima oleh kejaksaan tanpa harus dilakukan 

penyempurnaan berkali-kali. 

5. Perlu pembenahan sistem hukum, dan kesadaran berhukum, yang semuanya 

untuk mempercepat proses penyempurnaan berita acara pemeriksaan dan 

kepastian pengajuan berita acara pemeriksaan. 
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